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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat 

dan Karunia-Nya Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri 

Tolitoli dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami 

perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra ini. 

Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 ini disusun sebagai pedoman dan acuan 

untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan 

memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu Renstra juga akan 

dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai sekaligus dijadikan sebagai 

pedoman untuk penataan kinerja tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan tercapai.  

Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 ini disusun dengan memperhatikan 

keadaan Pengadilan Negeri Tolitoli secara menyeluruh, dengan tujuan 

menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan 

yang hakiki. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, 

bahu membahu hingga tersusunnya Renstra ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan 

dan perbaikan sangat kami harapkan. 

 

 

 

 
 Tolitoli, 5 Januari 2018 

Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, 

 

JOKO DWI ATMOKO, S.H.,M.H. 

NIP. 197612242001121001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 KONDISI UMUM 

 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2010 – 2014 merupakan 

gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Mahkamah Agung RI, yang 

lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan telah berakhir pada tahun 2014 ini, sehingga 

Pengadilan Negeri Tolitoli perlu melakukan revisi Rencanan Strategis dengan membuat Rencana 

Startegis tahun 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 

dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.  

 

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan 

analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana 

strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan 

dengan tupoksi Pengadilan Negeri Tolitoli dengan mempertimbangkan kemampuan unit 

pelaksana.  

Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan 

salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri 

Tolitoli sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan 

memutus perkara pada tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan 

lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk 

pertanggungjawaban akuntabilitas. 

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, Pengadilan Negeri Tolitoli berjumlah 29 

orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai. Pada tahun 2017 jumlah 

pegawai di Pengadilan Negeri Tolitoli sebanyak  29 (dua puluh sembilan) orang dengan rincian 

sebagi berikut : 

 Ketua  : 1 orang  

 Wakil Ketua : 1 orang 

 Hakim  : 3 orang 

 Panitera  : 1 orang  

 Sekretaris  : 1 orang  
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 Panitera Muda  : 3 orang 

 Kepala Sub Bagian  : 3 orang  

 Panitera Pengganti  : 4 orang  

 Jurusita    : 1 orang  

 Jurusita Pengganti : 1 orang  

 Staf   : 2 orang 

 Honorer   : 8 orang 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan  

A. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Negeri Tolitoli mencakup hal‐hal yang memang sudah diatur dalam 

peraturan/perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, 

mencakup: 

 1. Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan 

pemerintah daerah Kota Tolitoli. 

 2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) intern 

pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli.  

 

B. Kelemahan (Weaknesa)  

Kelemahan‐kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli dirinci dalam beberapa aspek:  

1. Aspek Proses Peradilan  

 Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli belum semuanya dapat diunduh/ diakses cepat oleh 

masyarakat.  

 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli belum dapat dilakukan secara maksimal, 

sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup sehingga pelaksanaan 

putusan dapat berjalan dengan baik. 

 Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari 

keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli.  
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2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

 Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja 

yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tolitoli, sehingga terjadi kekurangan pegawai.  

 Keterlambatan tugas-tugas di bidang administrasi disebabkan kurangnya kemampuan 

sumber daya manusia yang ada dalam memanfaatkan sarana prasarana yang ada seperti 

alat-alat Pengolah data berbasis teknologi dan IT, untuk itu diharapkan tahun 2018 

Pengetahuan dan kemampuan menggunakan Teknologi komputer dan IT perlu 

ditingkatkan lagi dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan. 

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.  

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  

 Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.  

5. Aspek Sarana dan Prasarana  

 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Palu dari pusat belum sesuai dengan 

kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga terjadi kekurangan sarana dan prasarana.  

 Masih terdapat meubelair-meubelair lama yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan 

dan masih dalam proses perencanaan penghapusan oleh pengelola barang.  

 hanya memiliki satu komputer server.  

 Jumlah komputer yang terkoneksi dengan internet masih sangat kurang sehingga belum 

maksimal untuk menginput data perkara ke CTS.  

 

C. Peluang (Opportunities)  

Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Palu untuk melakukan 

perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :  

1. Aspek Proses Peradilan  

 Adanya website Pengadilan Negeri Palu yang memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang alur proses berperkara.  

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

 Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. 

 Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi 

Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 
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3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

 Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal 

maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung.  

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  

 Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri seSulawesi Tengah 

diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  

 Telah memiliki tanah yang cukup luas untuk pengembangan pembangunan gedung dan 

rumah dinas.  

 Telah memiliki bangunan yang cukup.  

 Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Palu berupa 

internet, website Pengadilan Negeri Palu.  

 

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)  

Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Negeri Palu yang akan dihadapi dan harus 

dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 

1. Aspek Proses Peradilan  

 Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan.  

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

 Personil di Pengadilan Negeri Palu belum seluruhnya menguasai visi dan misi 

Pengadilan Negeri Palu.  

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

 Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan. 

 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  

 Kurangnya jumlah staf pada Pengadilan Negeri Palu, sehingga proses administrasi dan 

manajemen peradilan membutuhkan waktu yang lebih lama.  

 Masih ditemukan SDM yang memiliki mekanisme kerja yang lamban, bekerja tidak 

mempunyai sasaran dan target, kurang tanggap dan proaktif, serta masih adanya pegawai 

yang kurang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diembannya.  

5. Aspek Sarana dan Prasarana  

 Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Palu dari pusat belum sesuai dengan 

kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga terjadi kekurangan sarana dan prasarana. 
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 Masih terdapat meubelair-meubelair lama yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan 

dan masih dalam proses perencanaan penghapusan oleh pengelola barang. 

 Masih terdapat komputer-komputer yang spesifikasinya tidak layak lagi untuk digunakan 

sehingga sulit untuk akses koneksi internet. 
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BAB II 

VISI DAN MISI  

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI 

 

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tolitoli, merupakan gambaran dari kinerja 

lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 merupakan 

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk 

tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi , yang dapat 

dijabarkan menjadi : 

2.1. VISI DAN MISI 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas 

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Visi Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada 

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI YANG AGUNG” 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan 

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

Misi Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli 

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli 

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tolitoli 

 

 

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah nilai-nilai utama badan peradilan. 

Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam 

upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk 

budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah: 
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1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) 

a. Kemandirian Institusional : Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus 

bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

b. Kemandirian Fungsional : Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus 

perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas 

dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari 

manapun dan dengan alasan apapun juga. 

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Perilaku hakim harus dapat 

menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam 

menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas 

putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan 

tugas aparatur peradilan. 

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan 

kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain 

diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, 

membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk 

selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya 

dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan 

penuh tanggung jawab dan profesional. 

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari 

keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai 

peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 
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5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Salah satu upaya badan peradilan 

untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta 

kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan 

kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia. 

6. Ketidak berpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). Ketidak berpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya 

proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang 

mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur 

peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. 

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat 

(1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap warga 

negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan 

Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

 

2.2  Tujuan 

 

Perumusan tujuan rencana strategis ini juga akan  memungkinkan Pengadilan Negeri 

Tolitoli untuk mengukur sejauh mana Visi – Misi organisasi yang tidak dicapai. Setiaptujuan 

strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Mewujudkan manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan 

fungsi (TUPOKSI). 

b. Meningkatkan pelayanan terhadap para pencari pencari keadilan. 

c. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang tepat waktu. 

d. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum 

tetap (final dan tuntas). 

e. Meningkatkan penyelesaian putusan yang dapat memberikan kepastian hukum. 

f. Meningkatkan pelayanan yang optimal dalam bidang penanganan 

administrasi perkara. Meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik. 
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h. Meningkatkan pelayanan administrasi dan peningkatan SDM 

i. Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel. 

j. Mewujudkan kedisiplinan dan ketaatan. 

k. Meningkatkan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 

l. Mewujudkan pengelolaan administrasi perkara, adminstrasi umum dan pelaporan. 

m. Mewujudkan penerapan teknologi informasi yang optimal pada semua bidang 

pekerjaan terkait. 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Pengadilan Negeri Tolitoli pada periode 2015-2019 telah 

menetapkan tiga program sebagai berikut : 

 

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan tujuan antara lain : 

1) Meningkatkan layanan publik khususnya dalam memberikan informasi mengenai 

keadaan perkara di Pengadilan Negeri Tolitoli; 

2)  Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan perkara dan 

mempublikasikan status perkara; 

3) Mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi perkara dengan 

menampilkan data perkara secara on line dengan metode pengisian data yang real time; 

4) Meningkatkan kinerja aparatur teknis peradilan dalam menangani perkara, dengan 

menyelesaikan perkara sesuai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan; 

5) Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dengan 

memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan; 

6) Mempercepat proses penyelesaian perkara (tepat waktu) > 5 (lima) bulan; 

7) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di Pengadilan Negeri Tolitoli; 

8) Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel khususnya mengenai 

informasi penyelesaian perkara; 

9) Meningkatkan effektifitas penyelesaian administrasi perkara; 

10)Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dan keadaan perkara di 

Pengadilan Negeri Tolitoli. 

 

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Mahkamah Agung. 
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Program ini bertujuan untuk meningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi serta kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tolitoli, yaitu : 

1. Pemenuhan hak-hak Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

2. Pemenuhan kebutuhan operasional dan non operasional kantor; 

3. Penataan dan pemeliharaan asset Barang Milik Negara (BMN); 

4. Meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tolitoli; 

5. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat agar masyarakat yang   

    berperkara merasa nyaman dan meningkatkan kepuasan masyarakat  

    terhadap layanan Pengadilan Negeri Tolitoli. 

 

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung. 

Program ini bertujuan untuk meningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta layanan publik di Pengadilan Negeri 

Tolitoli, yaitu : 

1) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari; 

2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan publik; 

3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana kantor yang nyaman dan 

asri; 

4) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

informasi perkara di Pengadilan Negeri Tolitoli seperti perangkat IT, jaringan internet, 

dll; 

5) Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan kantor, seperti taman, jalan, dll; 

6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk aparatur Pengadilan Negeri Tolitoli seperti 

rumah dinas dan mess. 

7) Pengadaan Mesin dan Peralatan Kantor lainnya yang diperlukan, untuk menunjang 

peningkatan kinerja. 

 

C.  Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2015-2019  

Sasaran rencana strategis Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2015-2019  

adalah sebagai berikut : 
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SASARAN STRATEGIS 

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI 2015 - 2019 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  

1 Terwujudnya proses 

peradilan yang 

pasti,transparan dan 

akuntabel 

 

 

a 
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata  

- Pidana 

b 
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata  

- Pidana 

Yang diselesaikan tepat waktu 

c 
Persentase penurunan  sisa  perkara : 

- Perdata  

- Pidana 

d 
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan 

diversi 

f Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan 

2 
Meningkatnya Efektifitas 

pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

 

a 
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

 

b 
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

 

c 
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan 

PK secara lengkap dan tepat waktu  

 

d 
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 

 

3 Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  

 

b Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung 

Pengadilan  
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c Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

4 
Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

a 
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

 

 

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 terlampir pada matriks Rencana Startegi Pengadilan 

Negeri Tolitoli. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Umum Pengadilan Negeri Tolitoli 

 

Program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (blue print) 

pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blue print yang telah 

diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. 

Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan beragai program pembaruan dan mempercepat 

implementasin rekomendasi cetak biru pembaruan peradilan untuk mewujudkan visi dan misi 

Mahkamah Agung R.I dan lembaga peradilan 

yang ada di bawahnya . 

Pengadilan Negeri Tolitoli terus berupaya dengan berbagai kegiatan pembaruan yang 

telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya 

merupakan upaya Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mencapai pengadilan yang modern. 

Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja 

namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga 

peradilan. 

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja 

lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang manjadi fokus 

peningkatan (highlight): 

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini 

selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat 

khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini 

beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain 

adalah upaya untuk menyediakan website serta layanan informasi agar seluruh informasi yang 

berkaitan dengan Pengadilan Negeri Tolitoli dapat di sampaikan secara terbuka dan akuntabel 

kepada masyarakat umum terutama mengenai penanganan perkara. Selain itu diupayakan pula 

penyediaan meja informasi agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang 
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dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. 

Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu 

masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah 

mengetahui status pengaduannya. 

 

2. Program Reformasi Birokrasi. 

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi 

birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan 

dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman 

reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana 

aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang 

bersangkutan termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya salah 

satunya adalah Pengadilan Negeri Tolitoli. 

Salah satu upaya yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam program reforamsi 

birokrasi yaitu pengelolaan SDM dan peningkatan disiplin serta peningkatan kinerja aparatur 

Pengadilan Negeri Tolitoli.  

3. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan 

Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga 

Peradilan. 

Berbagai rekomendasi untuk dapat mewujudkan cetak biru pembaruan Mahkamah 

Agung R.I Pengadilan Negeri Tolitoli terus berupaya untuk menata, meningkatkan disiplin dan 

kinerja serta memprogramkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu 

Pengadilan Negeri Tolitoli terus berupaya agar tenaga teknis dan para pegawai mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan Latihan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia Pengadilan Negeri Tolitoli. Peningkatan pelayanan kepada masyakat terus 

diupayakan untuk ditingkatkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat umum namun 

sekarang ini Pengadilan Negeri Tolitoli masih belum memiliki sarana dan prasarana yang 

memadai. 
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3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tolitoli. 

Kebijakan Pengadilan Negeri Tolitoli adalah mendukung program reformasi judicial/ 

pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang 

diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli, 

antara lain: 

 

1. Program Keterbukaan Informasi Pengadilan. 

Sebagai tindaklanjut implemplementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 

2007 dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli, melalui kebijakan: 

a. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai 

secara bertahap. 

b. Pembinaan dan penyediaan pemenuhan kebutuhan SDM yang 

menguasai/ mempunyai latar belakang teknologi informasi. 

c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan unit kerja yang ada dalam  lingkungan 

Mahkamah Agung dan pihak lain dalam bidang 

teknologi informasi sehingga penerapan teknologi informasi sebagai 

bagian dari icon/ pilot project reformasi birokrasi berjalan seperti 

yang diharapkan. 

 

2. Program Pembinaan SDM. 

Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Tolitoli dalam 

melakukan pembinaan SDM telah melakukan kebijakan: 

a. Pembinaan dan peningkatan tentang administrasi perkara dan 

administrasi umum. 

b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. 

c. Pembinaan dan peningkatan, serta promosi jabatan. 

 

3. Program Manajemen Keuangan. 

Sebagai bagian dari program reformasi judicial dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Negeri Tolitoli telah melakukan 

kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu: 
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a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penganggaran di lingkungan 

Pengadilan Negeri Tolitoli. 

b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran. 

c. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara. 

d. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa. 

4. Program Organisasi. 

Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Tolitoli melakukan 

kebijakan, meliputi: 

a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) dan tatalaksana. 

b. Pembinaan dan peningkatan fungsi dalam pembinaan pelayanan 

kepada masyarakat. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4. 1 MATRIK  RENCANA STRATEGIS 2015 -2019 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwujudnya proses 

peradilan yang 

pasti,transparan dan 

akuntabel 

 

 

 

 

a 
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata  

- Pidana 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

b 
Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata  

- Pidana 

Yang diselesaikan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

c 
Persentase penurunan  sisa  perkara : 

- Perdata  

- Pidana 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

d 
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

- Peninjauan Kembali 

 

 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan 

diversi 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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f Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya Efektifitas 

pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

 

 

 

 

 

a Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

b Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

c Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan 

PK secara lengkap dan tepat waktu  

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

d Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang 

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 60 % 70 % 80 % 85 % 90 % 

3 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat 

miskin dan terpinggirkan 

 

 

a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  

 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

b Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung 

Pengadilan  

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

c 
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

10 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

4 
Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan 

a 
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

70 % 75 % 85 % 85 % 90 % 
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4.2. KERANGKA PENDANAAN 

 

NO URAIAN PROGRAM 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Peningkatan Manajemen Peradilan 

Umum 
44.335.000 58.885.000 64.039.000 105.651.000 105.651.000 

2 Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung 

3.203.777.000 3.191.979.000 3.930.553.000 3.915.406.000 3.915.406.000 

3 Pengadaan Sarana dan prasana aparatur 

Mahkamah Agung 
740.000.000 326.000.000 395.500.000 105.000.000 105.000.000 

TOTAL 3.988.112.000 3.576.864.000 4.034.142.000 4.126.057.000 4.126.057.000 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai rencana program Pengadilan Negeri Tolitoli untuk dapat mewujudkan visi 

dan misi Pengadilan Negeri Tolitoli. Sangat disadari bahwa Renstra ini belum tersaji secara 

sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh gambaran 

tentang renstra yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Tolitoli, dan akan melakukan 

berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan renstra ini agar terwujud cita-cita reformasi. 

 

5.2 Saran-saran 

Dengan disusunnya Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2015-2019 ini, 

diharapkan bisa terlihat program kerja yang direncanakan dan lagkah strategis untuk dapat 

mewujudkan program Pengadilan Negeri Tolitoli. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat 

perbaikan dengan segala kerandahan hati sangat kami harapkan. Karenanya kami menyadari 

sepenuhnya bahwa renstra ini belum sempurna. 
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Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI 

 

 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI 

NOMOR :  W21.U4/ 033  /OT.01.2/XII/2017 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

TAHUN 2017 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI 

 

      

 Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Desember 2017 Nomor: 

516-1/SEK/KU.01/11/2017 perihal Penyampaian LkJIP Tahun 2017 dan Dokumen 

SAKIP . 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang  

    Kekuasaan Kehakiman;   

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang  

    Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan  

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang  

    Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- 

    Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;  

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang  

    Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  

5. Peraturan Presiden Republik Inda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana  

    Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang  

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja  

    Kementerian Negara Republik Indonesia; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang  

    Sekretariat Mahkamah Agung;  

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang  

    Kepaniteraan Mahkamah Agung; 

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang  

    Akuntabilitas Instansi Pemerintah;  

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang  

      Percepatan Pemberantasan Korupsi;  

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9  
 

MEMUTUSKAN 

Membaca : 
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KESATU  : 

 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tentang Pembentukan Tim Penyusun 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 

 

 

Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Tolitoli. 

 

 

Memerintahkan kepada Tim Penyusun Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2017 sesuai dengan acuan yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. 

 

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan 

ini. 

 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. 

 

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada para Reviu Rencana Strategis (Renstra) 

Tahun 2017 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

         Ditetapkan di  Tolitoli 

        Pada tanggal  4 Desember 2017 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI, 

 

 

 

JOKO DWI ATMOKO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENETAPKAN

 : 

KEDUA : 

KETIGA : 

KEEMPAT : 
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         Ditetapkan di  Tolitoli 

         Pada tanggal  4 Desember 2017 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI, 

 

 

 

JOKO DWI ATMOKO 

 

 

NO NAMA / NIP JABATAN 
JABATAN DALAM 

TEAM 

1. 
JOKO DWI ATMOKO, SH.,MH. 
NIP.19761224 200112 1 001 

Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Penanggung jawab 

2. 
H. SYAHABUDDIN, SH 
NIP. 19770619 200212 1 002 

Wakil Ketua  Pengadilan Negeri 

Tolitoli 
Ketua Tim 

3.  
OCTAFIANUS TOMPODUNG, SH 
NIP.  19601016 198503 1 004 

Panitera  
Sekretaris I / merangkap 

anggota 

4.  
INDRAWATI M. ISHAK 
NIP.  19640402 198403 2 007 

Sekretaris 
Sekretaris II / merangkap 

anggota 

5. 
ZAITUN A. LUWAS 
NIP. 19601009 198303 2 005 

Panitera Muda Perdata Anggota 

6. 
NURAFNY PANGIU, SH 
NIP.  19840216200212 2 001 

Panitera Muda Pidana  Anggota 

7. 
V. TAMBARIKI 
NIP. 19650930 198503 1 003   

Panitera Muda Hukum Anggota 

8. 
ANDI  NURLINA, S.IP 
NIP. 19690810 199103 2 003   

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Teknologi Informasi dan Pelaporan 
Anggota 

9. 
AHMAD MUNANDAR S, SE. 
NIP. 19800107 200604 1 005   

Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Organsasi dan TataLaksana 
Anggota 

10. 
INDRA, S. Kom. 
NIP. 19800930 200912 1 002 

Kepala Sub Bagian Umum dan 

Keuangan 
Anggota 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI 
NOMOR  W21.U.4/       /OT.01.2/XII/2017 TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA 
STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 


